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REPUBLIK INDONESIA 
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Penyelenggaraan. 

 

 

PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4/PERMEN-KP/2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan 

informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan perlu meninjau kembali Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-

KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan 

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun non elektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang  dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, 

dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan 

Informasi Publik. 
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4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab dibidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian 

dan/atau pelayanan informasi di Kementerian, unit 

kerja eselon I, dan unit pelaksana teknis 

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya 

disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, 

dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

6. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian, yang selanjutnya disebut 

Perangkat PPID Kementerian adalah Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja Eselon I, dan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit 

Pelaksana Teknis. 

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit 

Kerja Eselon I, yang selanjutnya disebut PPID Unit 

Kerja Eselon I adalah pejabat yang bertanggung jawab 

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan 

Informasi Publik di unit kerja eselon I. 

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit 

Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut PPID UPT 

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

pendistribusian dan/ atau pelayanan Informasi Publik 

di UPT masing-masing unit kerja eselon I. 

9. Atasan PPID Kementerian adalah pejabat yang 

merupakan atasan langsung PPID Kementerian. 

10. Atasan PPID Unit Kerja Eselon I adalah pejabat yang 

merupakan atasan langsung PPID Unit Kerja Eselon I. 

11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi 

keterangan secara sistematis mengenai seluruh 
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Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan 

Kementerian, tidak termasuk Informasi Publik yang 

Dikecualikan. 

12. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi 

Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

keterbukaan Informasi Publik. 

13. Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang 

selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara 

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permintaan Informasi Publik. 

14. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 

diberikan kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup 

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang 

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi 

antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai 

badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna 

Informasi Publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan menggunakan Informasi Publik 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

16. Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan 

yang berfungsi sebagai media informasi dalam 

pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian 

Informasi Publik. 

17. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

18. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
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